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ABSTRAK

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI 
TERHADAP BELANJA DAERAH 

KOTA PALEMBANG

Oleh:

Johana Nurrahmania

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak dan retribusi 
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Palembang. Penelitian ini 
dilakukan untuk periode 2001-2010, dengan menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas 
Pendapatan Daerah(DlSPENDA)Kota Palembang. Pengolahan data menggunakan 
teknik analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
parsial pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan 
retribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Secara 
simultan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 
Dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 93,1 persen yang artinya belanja 
daerah dapat dijelaskan oleh pajak dan retribusi dan sisanya sebesar 6,9 persen 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah

secara
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ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXES AND LEVIES TOWARDS 
REGIONAL EXPENDITL)RE 

OF PALEMBANG CITY

By:
Johana Nurrahmania;

Drs. Tatang Abdul Madjid S., MS, Ph.D; Drs. Abbas Effendi, M.Si.

The objective of this research was to determine whether or not the taxes and levies 
have a significant effect on regional expenditure of Palembang city. This research 
was conducted during the period of 2001-2010, using secondary data obtained 
fforn the Central Bureau of Statistics (BPS) of South Sumatra Province and 
Revenue Agency (Revenue) of Palembang. The data were analyzed by using the 
Multiple Regression analysis techniques. The results show that partially tax had 
no significant effect of regional expenditure. Meanwhile, levy had a significant 
impact on regional expenditure. Taxes and Levies simultaneously had significant 
effect on regional expenditure with a coefficient of determination (R2) was 93.1 
percent, which means that the expenditure can be explained by the Regional Tax 
and levies while the rest was 6.9 percent explained by other variables that are not 
includea in the regression model.

Key Words: Local Taxes, Levies, Expenditures
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli 

daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain- 

lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi 

daerah diatur dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pelaksanaan Lainnya tennasuk 

Peraturan Daerah. Dalam struktur APBD (Anggaran Penerimaan Belanja Daerah) 

terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah 

bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah karena dari semua 

komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang 

paling besar dalam perolehan penerimaan daerah.

Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang 

dianut daerah itu adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang — 

Undang Nomor 5 tahun 1974 ialah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah 

atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga dari 

daerah tersebut.

Riduansyah (2003:4) menyatakan bahwa, pelaksanaan otonomi daerah 

yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan

1



adanya penyerahan sejumlah kewewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam 

rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan 

pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber 

pembiayaan yang dikenal dengan istilah P AD di mana komponen utamanya 

adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. 

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan 

sejumlah kekuasaan / kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di 

implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor 

pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu kemampuan suatu daerah dalam 

membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping 

faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan 

pemerintah daerah.

Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangga yang telah diserahkan itu, maka daerah itu harus memiliki bermacam- 

macam kemampuan. Kemampuan yang perlu dimiliki antara lain adalah 

kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi dan lain 

sebagainya (Syamsi, 1994:221).

Pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, 

baik yang ditentukan oleh undang-undang daerah, maupun yang merupakan 

perluasan objek pajak maupun retribusi sangat beragam. Jadi sangat diharapkan 

sumber penerimaan ini bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan dan

mana

2



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, bila diteliti 

keadaanya masing-masing daerah belum mampu menuj ukkan kinerjanya dalam 

mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing (Pakpahan, 2009:16).

Dana yang digunakan untuk pembangunan daerah itu berasal dari 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat. Dana yang didapat 

dari pemerintah pusat mungkin juga sebagian berasal dari bantuan luar negeri. 

Alokasi dana dari pusat yang diberikan sebagai sumber pendapatan daerah dapat 

berupa subsidi, bagian pendapatan dari pusat, pinjaman, investasi pemerintah 

pusat di daerah, pajak, retribusi, laba perusahaan daerah, dan lain sebagainya

(Basri, 2003:84)

Pajak daerah dan retribusi daerah yang awalnya diharapkan dapat 

memenuhi semua alokasi belanja daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah 

semaksimal mungkin namun harapan tersebut dapat dikatakan gagal karena dalam 

hal ini pajak daerah dan retribusi daerah ini belum terlalu kuat untuk menutupi 

semua pengeluaran pemerintah daerah yang digambarkan dalam belanja daerah, 

jika diperbandingkan jumlah penerimaan pemerintah daerah ini masih sangat kecil 

dari total pengeluaran pemerintahan daerah.

Menurut Wagner (1890), pengeluaran pemerintah semakin lama semakin

meningkat oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan perannya dalam 

kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan pungutan 

pajak. Sesuai dengan teori dari Peacock dan Wiseman (1961), pemerintah tidak 

akan semena mena dalam menaikkan punggutan pajak karena ada 

namanya tingkat toleransi pajak yaitu tingkat kesediaan masyarakat untuk

yang
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membayar pajak. Dengan meningkatkan pungutan pajak tersebut maka diharapkan 

P AD juga akan meningkat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD tersebut kiranya perlu untuk 

memperluas objek pajak. Yang dimaksud dengan objek pajak di sini adalah objek 

baik yang berupa wajib pajak, maupun objek yang berupa batas pembebanan 

pajak ditingkatkan (Syamsi, 1994:202).

Secara umum belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang dapat 

memaksimalkan potensi daerahnya sehingga dapat memenuhi pembiayaan belanja 

daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Karena kurang optimalnya daerah 

tersebut dalam mengembangkan potensi daerahnya tersebut sehingga pemerintah

pusat masih harus turun tangan dalam membantu pembiayaan belanja daerah

(Pakpahan, 2009).

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menemukan beberapa 

kasus yaitu bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah 

paling tinggi 20 persen. Kenyataannya tersebut teijadi baik pada era sebelum 

maupun sesudah otonomi daerah yang terus berkembang (Senja dalam Haryo ,

2008).

Demikian juga dengan kondisi kota Palembang, peranan pajak daerah dan 

retribusi daerah dalam membiayai belanja daerahnya masing-masing belum 

optimal. Bahkan bisa dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah dalam menutupi semua belanja daerah pemerintah kota masih sangat kecil. 

Sehingga masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam 

menutupi belanja atau pengeluaran daerahnya.
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah 
Di Kota Palembang Tahun 2001-2010

% Retribusi Daerah %Pajak DaerahPADTahun
(Rp)(Rp)(Rp)

48 15.458.594.248,72 42
42 23.277.971.855,50 43
36 24.528.727.530,00 37
46 28.348.128.326,00 41
40 36.995.982.451,25 43
42 37.016.633.853,50 38
35 45.340.121.550,00 32
39 55.079.331.143,00 32
49 47.817.785.128,00 28
40 64.483.000.522,50 25

2001 36.964.294.029,50
2002 54.036.430.570,68
2003 67.151.817.006,65
2004 68.812.272.044,50
2005 86.100.105.448,20
2006 97.202.850.978,37
2007 142.128.319.304,47
2008 171.383.551.551,77
2009 170.540.649.161,73
2010 255.193.654.243,66

17.651.879.447.50
22.602.772.720.00 
24.118.802.296,25
31.903.200.332.50
34.488.692.117.00 
40.652.365.155,80 
49.543.487.381,06
66.858.621.886.00 
83.765.787.032,60
101.986.353.006.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi

daerah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan PAD. Pada 

tahun 2001 kontribusi pajak daerah terhadap PAD 48 persen dan kontribusi 

retribusi daerah sebesar 42 persen, dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi 

daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD sedangkan 10 persen lagi 

berasal dari variabel lainnya. Sedangkan pada tahun 2010 pajak daerah 

memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 40 persen dan retribusi daerah

hanya sebesar 25 persen, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi terhadap PAD 

mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya. Jika dilihat dari tabel 1.2 

dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan PAD tersebut belum mampu untuk

mandiri membiayai belanja daerahnya sendiri, belum dapat mewujudkan tujuan

awal dari otonomi daerah.

Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang 

besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan
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kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan 

semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi 

bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan PAD dalam 

membiayai belanja daerah, hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi belanja daerah pada

serta

tabel 1.2.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang 
Tahun 2001-2010

Persentase
(%)

PADTahun Belanja Daerah
(Rp)(Rp)

9%36.964.294.029.50 
54.036.430.570,68 
67.151.817.006,65
68.812.272.044.50 
86.100.105.448,20 
97.202.850.978,37 
142.128.319.304,47 
171.383.551.551,77 
170.540.649.161,73 
255.193.654.243,66

2001 396.787.720.000. 00
431.224.980.000. 00
576.954.151.947.75
607.393.410.000. 00
637.190.255.036.75 
833.085.740.056,00

1.050.680.945.292.00 
1.249.189.067.‘729,64
1.232.983.076.611.00 
1.301.716.668.935,52

13%2002
12%2003
11%2004
14%2005
12%2006
14%2007

2008 14%
2009 14%
2010 20%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan PAD belum dapat 

memenuhi pembiayaan belanja daerah. Pada tahun 2001 jumlah PAD sebesar Rp 

36.964.294.029,50 pada tahun tersebut PAD hanya memberikan kontribusi 

sebanyak 9 persen guna pembiayaan belanja daerah, sedangkan 81 persen berasal 

dari bantuan pemerintah pusat. Dari fenomena di atas dalam konteks otonomi 

daerah, semestinya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut 

ditunjukkan dengan peranan PAD yang signifikan di dalam membiayai belanja

6



daerahnya yang tercermin pada kontribusi PAD terhadap APBD daerah yang 

bersangkutan (Panggabean, 2009:20).

Namun pada tahun 2010 kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah 

berangsur meningkat yaitu PAD memberikan kontribusi sebesar 20 persen. Dapat 

dilihat bahwa belum dapat tercapainya tujuan dari otonomi daerah tersebut, yaitu 

berupaya untuk membiayai belanja daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah 

pusat. Sepertinya pemerintah daerah harus berusaha lebih keras karena dilihat 

pada tabel 1.2 diatas pemerintah kota Palembang masih mendapatkan bantuan dari 

pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya tersebut yakni sebesar 80

persen.

Dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut Palembang masih 

harus bekeija keras dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang 

dimiliki, untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu mampu 

meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahannya. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk 

membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak dan 

Retribusi Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kota Palembang”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat perumusan 

masalah sebagai berikut:

a) Apakah pajak dan retribusi berpengaruh terhadap belanja daerah 

pemerintahan Kota Palembang.
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b) Seberapa besar elastisitas pajak dan retribusi terhadap belanja daerah 

pemerintahan Kota Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

a) Menentukan pajak berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintahan

Kota Palembang.

b) Menentukan retribusi berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintahan 

Kota Palembang.

c) Menentukan pajak dan retribusi secara bersama - sama berpengaruh 

terhadap belanja daerah Pemerintahan Kota Palembang.

:•

%

:

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas. maka penelitian ini sekurang-kurangnya 

diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

1. Manfaat akademis, sebagai sumber informasi dan juga dapat memperkaya 

konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan 

ekonomi keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan pengaruh pajak 

dan retribusi terhadap belanja daerah di Kota Palembang.

2. Manfaat aplikasi/penerapan, dapat memberikan masukan yang berarti bagi 

pemerintah Kota Palembang atau instansi-instansi terkait dalam sebagai 

informasi berupa bukti empirirs tentang pengaruh pajak dan retribusi 

terhadap belanja daerah pada Pemerintahan Kota Palembang dan juga
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sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD pemerintah Kota 

Palembang di tahun-tahun yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil 

penelitian dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, keterbatasan penelitian dan

Saran.

BABI :PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan mencoba menarik suatu hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, 

sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

teknik analisis.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis

data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V :PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan

saran - saran.
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